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Pasal 14
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini menggantikan semua kesepakatan, ketentuan
dan pemahaman sebelumnya diantara PARA PIHAK, baik secara
tertulis ataupun lisan, dan merupakan keseluruhan kesepakatan
antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan pokok yang terkandung
dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani PARA PIHAK.

_PIHAK KEDUA,

vof. Doiper it Imam Widhiono
‘ MZ.,M.S.
Dekan - Dinas Perikanan

Fakultas Biologi Kabupaten Cilacap
Universitas Jenderal Soedirman
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DAN

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : T/234/UN23.6/HK.06/2021
NOMOR: 420 /0367 /35

TENTANG

(05-03-2021), di Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, yang bertanda tangan

di bawah ini :
I Nama : Prof. Dr. rer.nat Imam Widhiono MZ.,M.S.
Jabatan : Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman
Alamat : JL dr. Suparno no. 63 Grendeng, Purwokerto Utara 83182

IT

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Biologi Universitas
Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jl. dr. Suparno no. 63 Grendeng,

Purwokerto Utara 53 122, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini
disebut PIHAK KESATU.

Nama : Ditiasa Pradipta, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan Lingkar Selatan I Cilacap

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten

Cilacap berkedudukan di Cilacap yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang
tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :
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Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerjasama adalah untuk pengembangan kolaboratif
antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat serta Mahasiswa Magang dalam
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bidang Perikanan;

(2) Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk mengatur wewenang dan
tanggung jawab PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan kualitas dan
kuantitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat serta Mahasiswa Magang dalam Program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka dalam bidang Perikanan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi : Praktik Kerja Lapangan
(PKL) /Magang /Penelitian untuk mahasiswa Fakultas Biologi Universitas
Jenderal Soedirman.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

(PKL)/Magang /Penelitian
€. Mendapatkan bimbingan teknis dari pembimbing lapangan yang
telah ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) /Magang /Penelitian bagi Mahasiswa Fakultas Biologi
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan
PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam KAK;

b. Membuat surat permohonan ijin Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang
/Penelitian untuk mahasiswa.




image3.jpeg
C. Mengirim peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) /Magang /Penelitian
Mahasiswa Fakultas Biologi yang telah disepakati kepada PIHAK

pelaksanaan kegiatan penelitian, magang, praktek kerja lapangan di
Balai Benih Ikan Kabupaten Cilacap.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA.:

kegiatan kerjasama di Balaj Benih Ikan Kabupaten Cilacap;

C. Menyediakan fasilitas yang dimiliki, untuk keperluan PIHAK
KESATU dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama di Balai Benih
Ikan Kabupaten Cilacap;

d. Memberikan surat keterangan telah menyelesaikan kegiatan di

e. Menyediakan Pembimbing Lapangan dalam pelaksanaan kegiatan
(PKL)/Magang/Penelitian di Balai Benih Ikan Kabupaten Cilacap
sesuai kesepakatan dan kemampuan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(1) Format kegiatan PARA PIHAK untuk pelaksanaan teknis akan disusun
dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.

(2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PARA
PIHAK yang dituangkan dalam KAK;

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini PARA PIHAK menunjuk
wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing;

(2) Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh PARA
PIHAK;

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan
dalam KAK;
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(4) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Rincian program kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh PARA PIHAK
sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut.

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 8
JANGKA WAKTU / KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun, terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat
diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan
kerjasama yang dilakukan secara tertulis dalam 1 (satu) bulan sebelum
tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau
perpanjangan, maka perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
perlaksanaan kerja sama;

Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan minimal 1 (satu) tahun
sekali dan atau 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa

sebagai berikut:

a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);

b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu
kelalaian;

c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah
atau epidemi yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan
kerja sama ini;

d. Kegagalan kerja sama yang bukan merupakan kesalahan PARA
PIHAK.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat
(1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang
layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah terjadinya keadaan memaksa yang dimaksud;
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melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama sampai paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya
keadaan memaksa yang dimaksud.

PIHAK KESATU

Fakultas Biologi Universitas J enderal Soedirman

J1. dr. Suparno no. 63 Grendeng, Purwokerto Utara 53122
Telp. 0281-638794

Fax. 0281-625865

Up. Drs. Sukarsa, M.Si.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

PTHAK KEDUA

Dinas Perikanan

Kabupaten Cilacap

JL. Lingkar Selatan I Cilacap

Telp. Fax : (0282) 534178

Up. Ditiasa Pradipta, S.H., M.Si

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

(2) Apabila satu/lebih ketentuan, persyaratan atau ketetapan yang terdapat




